
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tah un 195k tc n tarig Pcmbcnt UkiH1
Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 1958 Nomor
122, Tambahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 2R Ta h uri 1999 tcntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba s Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Nomor 4286);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Perat.uran Bupati lenlang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bangli;

Menimbang: a. bahwa untuk penyesuaian pelaksanaan akuntansi berbasis
akrual dengan Peraturan Perundang-undangan dan
penyesuaian dengan pclaksariaan di masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupate n
Bangli, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntarisi Perncrin tah Kabupa ten Bangli
sebagaimana telah diu bah dengan Pcrat uran Bupati Bangli
Nomor 14 Tah un 2015 lcntang Per ubahan Ata s Peraturan
Bupati Nomor 18 Tah un 2014 tentang Kcbijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupatcn Bangli perlu ditinjau;

DENGAN RAHM,AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGU,
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2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAI! KABUPATEN BANGLI
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NOMOR 3 TAHUN 2016

BUPATI BANGLI
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tah un 2004 tentang Pernerik saan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbara n
Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 66, Tamba han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan Antara Pcmerin tah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 244, Tamba ha n Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncrintahan Daer ah
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2015 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 lentang
Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lcrnbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pernerin tah Nomor 55 Ta hun 200S len tang Dana
Perimbangan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Ta.hu n 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Perigelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbaha n Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Ta huri 2006 terit.ang
Pelaporan Keuangan dan Kirierja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia. Ta huri 2006 Nomor 25,



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 18
Tahun 2014 ten tang Kebijakan AkunLansi Pemeriru ah
Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupatcn Bangli Ta hun 2014
Nomor 18 ) sebagaimana Lelah diubah dcngan PeraLuran BupaLi
Bangli Norrior 14 Tahun 2015 tcntang Per ubahan Ata s
Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tah un 2014 ten tang
Kcbijakan Akuntansi Pcrnerin tah Kabupaten Bangli (Berita
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 14) d iuba h
sebagai berikut :
1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan perubahan berupa

periambahan pada lampir an yang terdiri dari :
1). Kebijakan Akuntansi Kas;
2). Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
3). Kebijakan Akuritansi Aset Tetap Renovasi; dan

Pasal I

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBI,JAKANAKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BANGLI

MEMUTUSKAN :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tah un 2010 tentang Siandar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nornor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Perigelolaan
Keuangan Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Da larn Ncgeri Nornor 64 Tah un 2013
tentang Penerapan Sta uda r Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Beri ta Negara Republik Indonesia Tah u n
2013 Nomor 1425) ;

18. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 73 Tahun 2015
ten tang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tah un 2015 Nomor 1752);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae ra h
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tah un 2013 Nornor 2,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Bangli Nomor 2);



B~I~ITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 3

IDA BAGUS GDE GIRl PUTRA

ngli
aret 2016

D ERAH KABUPATEN BANGLI,

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Maret 2010
BUPATI BANGLI,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diu bah sebagai berikut:
1). Kebijakan Akuntansi Piutang pada point (29), (31) tentang

penggolongan kualitas piutang dan point (32) penyisihan
piutang tak tertagih;

2). Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada point (66) tcnt.arig
metode penyusutan:

3). Kebijakan Akuntansi Persed iaan pada point (6);
Perubahan sebagaimana dimaksud dalarn kctent.uan Pasal 3
ayat (2) huruf a berbunvi sebagaimana tcrcan t.urn dalarn
lampiran Peraturan Bupati ini.

4). Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Dana
Bergulir.



mernpunyai masa jatuh tempo yang pendck misalnya 3 (tiga) bulan

atau kurang dari tanggal perolehannya.

7. Dalam pengertian kas ini juga tcrrna suk sct.ara kas yait u investasi

jangka pendek yang sangat likuid vang siap dicair kan rnenjadi kas,

serta bebas dari risiko pcrubaha n n ilai yang signifika n, yang

6. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas

adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat clapat

ditarik atau digunakan untuk me lak ukan pcmbayaran.

5. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang belum

dipertanggungjawabkan hingga tanggal ncraca awal termasuk

kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang bclurn

dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca awal.

4. Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo ka snva pada saat

diminta menyusun neraca awal.

3. Setara Kas adalah investasi jangka pendck yang sangat likuid yang

siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai

yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara ka s

jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan

atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya

deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga), dan investasi yang

dicairkan sewaktu-waktu taripa biaya signifikan.

2. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas eli Bcndahara penenmaan,

kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badun Layarian Umum

Daerah (BLUD).

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk kegiatan pcrncrin ta h.

A. KAS DAN SETARA KAS

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLl

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 18 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTJ\H KABUPATEN BANGLI



a. Kas di Bendahara Pengeluaran;

b. Kas eli Bendahara Penerimaan; dan

c. Saldo kas lainnya yang diterima Kernente rian Negara ' Lembaga

karena penyelenggaraan pemerintahan.

13. Kas eli Benelahara Pengeluaran merupa ka n ka s yang dik ua sai,

dikelola, dan di bawah tanggung jawa b Benda hara Penge luara n

yang berasal dari sisa UP yang bclurn dipertunggu ngjawabka n atuu

disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah per Langgal ncraca. Kas di
•Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh sa ldo rekening

bendahara pengeluaran, 'liang logam, uang kcrt.a s , clan lain-lain ka s
(termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan)

yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali kc Kas Umum

12.Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah langgung jawa b

selain Bendahara Umum Daerah tercliri dari:

11. Saldo kas pemerintah belum tentu seluruhnya merupakan hak

pemerintah daerah. Apabila dari jumlah kas di pemerintah daerah

masih terdapat tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang

berasal dari potongan yang dilakukan olch perncrintah dacrah

misalnya potongan untuk Askes, Taspen , Taperum, kesalahan

penyetoran, kesalahan peridcbetan yang belurn dikorcksi sa mpai

akhir tahun anggaran maka jumlah potongan tcrscbut merupakan

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

10.Kas dicatat sebesar nilai nominal art inya disaj ika n se besar nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalarn valut.a a sing, clikonvcrsi

menjadi rupiah menggunakan kurs terigah Bank Indonesia pada

saat tanggal neraca.

tcrsebutPembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura

diungkapkan dalam Catalan alas Laporan Kcuangan.

9. Kas di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli an tara lain

terdiri dari Kas di Rekening No. 01.00.00221.0 alas nama Rekening

Kas Umum Daerah Kabupaten Bangli. Rincian Kas di Bank

8. Kas yang sudah diterima oleh bank operasiorial , yaitu bank yang

ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penerima atau pengeluaran,

merupakan bagian dari kas umum daerah.



16. Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bcndahara Umum

Daerah merupakan Kas pemerintah daerah yang periguasaan ,

pengelolaan, dan pert.anggungjawaban nya dilakuka n olch se lain

Bendahara Umum Daerah meliputi:

a. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal

neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang

ada di tangan seluruh Bendahara Pengcluaran yang berasal dari

sisa UP, termasuk bukii-bukt.i penge luaran yang belum

dipertanggungjawabkan.

b. Inventarisasi untuk menentukan saldo rckening koran scluruh

Bendahara Pengeluaran per i.anggal neraca sehingga diketahui

saldo seluruh uang giral yang rncnjadi lCll1ggungjawab scluruh

Beridahara Pengeluaran yang bera sal da ri sisa UP.

c. Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan

seluruh saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka

kerja yang seharusnya dengan benar.

15. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik iLU

saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai , yang berada di

bawah tanggung jawab beridahara pericrirnaan yang sumbernya

berasal dari pelaksanaan tugas pcmeriritahan. Saldo kas ini

mencerminkan saldo yang berasal dari purigutan yang sudah

diterima oleh beridahara pcncr.maan sclak u wajib pungut y,lflg

belum disetorkan ke kas urnum daerah. Akun Kas di Bendahara

Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas

yang benar-benar ada pada tanggal ne raca. KClS di Berida ha ra

Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya, Apabila te rdapat kas

dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

14. Untuk mendapatkan saldo Kas d i Benduhara Pcngcluaran pc-rlu

dilakukan:

Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti

pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporun Kcuangan Kas eli

Bendahara Pengeluaran disajikan sebe sar n ila i rupiahnya. Apabila

terdapat kas dalam valuta asing dikonvcr si menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank seritral pada ta ngga! ncraca.



19. Untuk melaksanakan kcgiatan opcrasional, Menteri/ Pirnpinan

Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang

yang harus dipertanggungjawabkan dalarn rangka pclaksanaan

pengeluaran kementerian negaray lembagay satua n kerja. Tugas

Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar,

menatausahakan, dan mernpcrtanggungjawabkan ka s untuk

keperluan bclanja ncgara da larn rangka pclaksa nua n APBN pad a

kantor / satuan kerja kemcn terian ncga ra / kmbaga. Un t uk

keperluan kegiatan opcra siorial tcr scb ut , Bend ah a ra Pcnge luaran

mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP)

yang diterima dari BUN. Disamping mengelola Liang persediaan

(UP), Bendahara Pengeluaran juga mengclola uang lainnya, antara

lain meliputi:

18. Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran

bukan bagian dari BUD.

a. Saldo Kas di Bendahara Pcnerirnaa n , a pabila Beridahara

Penerimaan bukan bagian dari BUD;

b. Saldo Kas di Bendahara Pcngoluaran, apa bila Bcndahara

Pengeluaran bukan bagian dari BUN/D;

c. Saldo kas lainnya yang diterima karcria penyelenggaraan

pemerintahan; dan

d. Saldo kas di BLU/BLUD.

17. Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Berida hara Penerimaan

bukan merupakan bagian dari BUD.

Untuk melaksanakan penenmaan yang bera sal dari kegiatan

operasional, pemerintah mcnunjuk Bcnduhara Pcncrimaan varig

bertugas untuk mencrima , mcnvirnpan, menyetor,

menatausahakan, dan mernpcrtanggungjawabkan ka s bera sal d ari

penerimaan pendapatan d acrah dalarn rangka pclaksariaan APBD

pada kantory satuan kerja pcmerintah dacrah. Pada akh ir ta h un

anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila

karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada

Bendahara Penerimaan yang bel urn disetor ke kas daerah pada

tanggal neraca, maka jumlah tersebut d ila po rka n dalarn ne raca

sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.



2) Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara Iisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau ja sa atau digunakan untuk

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intclekt ual

Jenis Aset Tak Berwujud :

(a). Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui olch suat u entita s akibat

adanya pembelian kepentinganj saharn di at as nilai buku. Goodwill

dihitung berdasarkan selisih ant.a ra nilai cnt.it.as berda sarka n

pengakuan dari suatu transaksi pcralihanj penjualan

kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

21. Kas di Badan Layanan UmumjBadan Lava nun Umum Daerah

Bendahara Penerimaan.

Pemerin tahan.

Penyelenggaraan

a. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LSjSP2D yang

ditujukan kepadanya;

b. Uang yang berasal dari polongan atas pembayaran yang

dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib

pungut; dan

c. Uang dari sumber lainnya yang mcnjadi hak ncgara.

Sesuai dengan peraturan per undang- undarigun, puda a kh ir tah un

anggaran Bendahara Pengeluara n har us scgcra mcnyctor sclur uh sisa

UPjTUP ke Kas Negara. Apabila kareria ala san te rtcn tu masih terdapat

saldo UPjTUP pada Beridahara Pengeluaran yang bclum disctor ke Kas

Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UPjTUP tersebut harus

dilaporkan dalam neraca sebagai Ka s di Bcndahara Pengeluaran.

Apabila pada tanggal neraca rnasih terdapat uang dalam pengelolaan

Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP jTUP, jumlah

terse but dilaporkan di neraca sebagai Ka s Lai nriya di Bendahara

Pengeluaran.

20. Saldo Kas Lainnya yang Diterirna kareria



Aset Tak berwujucl Lainnya merupakan jenis a set tak berwujud yang

tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis a set tak berwujud yang
ada.

(g). Aset Tak Berwujud Lainnya

Hasil kajian Zpengernbangan yang memberikan rnanfaat jangka

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan

manfaat ekonomis dany atau sosiaJ dimasa yang akan datang yang

dapat diidentifikasi sebagai aset.

panjang,

rnanfaat jangkarnemberikanyangKajiarr/Penelitian(D. Hasil

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang

diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan

Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka wak tu clan syarat

tertentu.

(e). Lisensi

dapat digunakan di komputer lain.

kornputcr tert.cnt u. .Jadi software ini ad a lah yanghardwaredari

terpisahkantakadalah software yang bukan merupakan bagian

Software computer yang rnasuk dalam katcgori Asct Tak Berwujud

(d). Software

Nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterirna alas kepemilikan

hak ciptay hak paten zhak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(c). Royalti

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepcmilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pcngctahuan t.ckn is atau suat u
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi cnt itas. Di samping itu
dengan adanya hak ini dapat mcngcndalikan pe manfaa tan a set
tersebut dan membatasi pihak lain yang tida k bcrhak untuk
memanfaatkannya.

(b). Hak Paten atau Hak Cipta



3) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Renovasi

Suatu satuan kerja (SKPD) dapat mclakukan perbaika n / renovasi asset

tetap yang dimiliki dan f atau dikuasai. Apabila asset teta p yang dimiliki

dan fatau dikuasai suatu satuan kerja (SKPD) dire novasi dan memenuhi

kriteria kapitalisasi asset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat

dengan menambah nilai perolehan asset tetap yang bersangkutan. Hal ini

sesuai dengan paragraph 49 PSAP 07, yaitu pengeluaran sctelah peroleha n

awal suatu asset tetap yang rnernperpanjarig rnasa rrianfaat ata u

kemungkinan besar memberi manfaa t ckonomi dirna sa yang akan datang

dalam bentuk kapasitas, mut.u produk si , at au peningkatan srandar

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tcrcatat asset yang bcrsangkutan.

Namun demikian dalam hal asset teta p yang direnovasi tersebut memenuhi

kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu SKPD, maka renovasi tesebut

dicatat sebagai asset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan unt.uk

melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya

OJ Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto

setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilak ukan derigan

metode garis lurus dengan rnasa manfaat scla ma 5 tah uri.

(i). Aset Tak Berwujud diukur dcngan harga perolc-ha n. va itu ha rga yang

harus dibayar entitas untuk mernperolch suatu Asct Tak Bcrwuj ud

hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut

mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau

jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk

kedalam entitas tersebut.

(h). Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Asct Tak Berwujud yang

diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi

satu tahun anggaran atau pelaksariaan pcngcrnbangarmva mclewati

tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi scperti InI, maka alas

pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut

sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak

Berwujud dalam Pengerjaan (intallgible asset - work ill progress), dan

setelah pekerjaan selesai kemudian akan dircklasiflkasi menjadi Asct

Tak Berwujud yang bersangkutan.
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Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi

tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait

karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi

tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan

akan dibukukan sebagai aset tetap lain nya-aset renovasi dan disajikan

di neraca sebagai kelorripok aset t.ctap. Apabila snrripai dengan tClngg,1l

pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau suclah

4. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

3. Renovasi aset tetap milik UfYJ'D lain dala m sa tu SKPD; dan

2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja SKPD lain;

a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap

dilingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi svarat

kapitalisasi. Renovasi sernacam ini akan dicat at scbagai penambah n ila i

perolehan aset tetap terkait. Apabila sarnpai dengan tanggal pelaporan

renovasi tersebut belurn sclcsai dikcrjakan , atau sudah selcsai

pengerjaannya namun belum diser ahterirnakan , rnaka akan dicat.at

sebagai KDP.

b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalarn Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap

bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang mernenuhi syarat

kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelapora.n. Lingkup

renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalarn sa.tu SKPD;

Penjelasan terhadap ketiga jenis renovasi tersebut diuraikan di bawa h ini

3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup eru.itas pelaporan.

2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalarn lingkup entitas pclaporan; dan

perawatan sehari-hari untuk mempertahankan sua tu asset te ta p dalam

kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pcngcluaran untuk suku

cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan

pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan (lihat

Buletin Teknis No. 04)

Berdasarkan obyeknya, renovasi a.set tet.a.p di lingkungan satuan kerja KI L

atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga] jenis, yait u:

1. Renovasi aset tetap milik sendiri;



selesai pengerjaannya namun belum diserah terirnakan , maka akan

dicatat sebagai koristruksi dalam pcngcrjaa n. Pada akhir tahun

anggaran, aset renovasi ini scyogyanya d iscrah ka n pada pcmilik.

Mekanisme penyerahannya mengikuti perat.uran yang berlaku. Jika

dokumen sumber penyerahan terse-but (sebagniman dije laskan pada

bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tct ap rcnovasi tcrsebut

dieliminasi dari neraca dan satuan kerja at.au SKPD pemilik akan

mencatat dan menambahkannya scbagai aset tcta p terkait. Namun

apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum

juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan rcnovasi terhadap aset

tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset

Renovasi.

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pclaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap

bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, di lua r entita s pelaporan

yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup rcnova si jcriis ini mcliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerinlah lainnya; dan

2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pcmerintah (swasta,

BUMNjD, yayasan,dan lain-lain). Renovasi semacam ini, pengakuan

dan pelaporannya serupa dengan renovasi asset bukan milik-dalam

lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di alas, yaitu bahwa

pad a satuan kerja yang melakukan renovasi t idak dicat.at scbagai

penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset

tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renova si aset tersebut

telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan

sebagai aset tetap lainnya-aset renova sr dan d isajikan di neraca

sebagai kelompok asset tetap. ApabiJa sarnpai dengan tanggal

pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah

selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan

dicatat sebagai KDP.Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau

sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

Mekanisme penyerahannya mcngikuti perat ura n yang berlaku. .Jika

dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijeJaskan
pada bab terdahulu) telah d iter-b itk a n rn a k a a s e t t.e t.a p re n ovu s i

tersebut dieliminasi dari ne raca clan sat uan kcrja a t.au SKPD pcmilik

akan mencatat dan meriarnbahkarmya scbagai asct ictap tcrkait.



Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk rncnyajika n nilai bcrsih dana

bergulir yang dapat direalisa sika n (net realizable value). Unluk

mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertarna kali dilakukan

perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bcrgulir yang dapat

direalisasikan diperoleh dari dana bcrgulir dikurangi dengan penyisihan

dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan rnerupakan penghapusan
dana bergulir.

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan

akan dipungutj ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila

kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali

kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok ma svarakat yang mengurangi

rekening kas umum daerah dalarn APBD dikclornpokkan pada

Pengeluaran Pembiayaan.

3. Penerimaan dana bergulir dari kclornpok masyarakat yang menambah

rekening kas umum daerah dalarn APBD dikclornpokkan pada

Penerimaan Pembiayaan.

4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut

dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut

sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam sat u

tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jat.uh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jarigka

panjang.

5. Dana bergulir yang mekanisme perigembalian dan pe nvaluran kembali

dana bergulir yang dilakukan oleh cnt itas ak un tan si y badnn layarran

umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak mclalui rekening

kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai inve stasi

jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalarn penerimaan dari ' at.au

pengeluaran pembiayaan.

4) Kebijakan Akuntansi Investasi Non Perrnancn Dana Bcrgulir

Perlakuan Akuntansi Atas Investasi Non Perrnanen Dana Bergulir












